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PEⅢ AⅡFAATAⅡ  ⅡoⅢoR:Ⅱ DuK κEPEⅡDuDUKAⅡ DAW DATA K叵 PEⅡ DuDuKA△
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PROV∶ⅡsI κEPuLAuAⅡ BAⅡGl"i‘
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ELlTuⅡG

Pada har∶ ini Karnb tanggal LiFna bulan Marettahun dua rl△ u dua puIu"(05ˉ 03ˉ2020)yang bertanda
tangan di bawah∶ nI:

土. Nama
AIamat

Jabatan

2. Nama
Alamat

Jabatan

D口.susanu,Ⅲ.AP
KOmp丨ek PeFkantoFan dan Pemukirnan Terpadu Pemer∶ ntah Prov∶ ns:KepⅡ Bangka
BeⅡtung Gedung Kant° r Gubernur Lt‘ ⅡI jI。 Pulau Bangka κeIurahan Air丨tam
κepaIa D∶nas Pemberdayaan Perempuan, PerI∶ ndungan Anak, Kependudukan
Pencatatan sipi丨 dan PengendaⅡ an Penduduk Ke丨uarga Berencana dalam halini

bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan,PeⅡ indungan

Anak, Kependudukan Pencatatan s∶ piI dan PengendaⅡ an Penduduk κe|uarga

Berencana yan笆 seIa呵 utnya d泅沧but P:HAκ PE「rAⅢ
^.

D⒒ D泠.Ⅱa茁an°,sH。 ,ⅢH
KompIek  Perkantoran  Pemerintah  Provin$∶   Kepulauan  Bangka  BeⅡ tung

Pangka丨 p∶nang
sekretaJs Daerah Provlnsi KepuIauan Bangka BeⅡ tung daIam haI∶ n∶ bertindak

untuk dan atas nama sekretariat Daerah PFOv∶ nsi Keputauan Bangka BeⅡ tung,yang

selanJutnya d⒗ ebut P:HAK κEDu^.
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PIHAκ PE「FAMA dan P∶ H^κ KEDuA yang seIa丬 utnya secara bersama‘ ama disθbut P^RA PIHAκ ,

ter丨ebih dahuIu menerangkan sebaga;beHku扭

bahwa PlHAκ PERtAⅢA adalah unsur peIaksana Pemer:ntah Provlns∶  KepuIauan Bangka
BeI∶ tung di b∶danε kependudukan dan pencatatan sipⅡ  yang be浅anggung jawab kepada
Gubernur κepulauan Bangka BeⅡ tungyang berwenangdan berkew钊 iban rneIayan丨 pemanfaatan

NOmor:nduk κependudukan(NIκ ),Data Kependudukan dan KTP eIektronik kepada lembaga
pepgg刂 na,yaitu Ofgan∶ sasi Pemngkat Daerah PFovins:κ epu|auan Bangka Be‖tung;

bahwa PlHAκ  κEDuA adalah sekretar∶ at Daerah Provinsi κepulauan Bangka Bel∶tung yang
merupakan satuan Ke刂 a PeFangkat Daerah Provins∶ Kepu1auan Bangka BeⅡ tung;

Dengan rnemperhat∶ kan ketentuan peraturan perundang~undangan sebaga∶ beF:kut

土.   Undang~undang N°mor 23 Tahun 2006 tentanε  Adrninistrasi κependudukan (Lernbaran
NeεaFa RepubⅡ k Indonesia Tahun2006NOmor⊥ 24,Tarnbahan LembaFan Negara RepubⅡ k

lndones∶ a NOmor46了 4),$ebaga∶ rnana teIah diubah dengan undang-undang NOmor24Tahun
20±3(Lembaran Ⅱegara Repub∶ik lndonesia Tahun20⊥3NOmor232,Tambahan Lembaran
Ⅱegara RepubⅡ klndoneda NOmoF5475);

2.   undang-undang NOmor土 上Tahun2008tentang lnformas∶ dan丁mnsaksi E丨 ektronik(Lembaran
Negara RepLJbⅡk Imdonesia Tahun2008Nomor58,Tambahan Lembaran Negara Repub|ik
∶ndones∶ a Nomor4843),sebaga∶ rnana telah diubah dengan Undang~undang NOmor⊥ 9Tahun
20±6(Lembaran Negara Republ∶ k∶ndones∶ a Tahun20父6NOmor25生,Tambahan Lembaran
Negara RepubⅡk lndonesia NOmor5952)

3.   PeratuFan Pemeontah NOmor37Tahun2007tentang Pe丨 aksanaan Vndangˉundang Nomor23
Tahun2006tentang Adn1∶ n:stras∶ Kependudukan(Lembafan Negara Repub|ik lndonesia Tahun
2007NOmor80,Tambahan LernbaFan Negara RepubI∶ k Indones∶ a NomoF4736)sebagairnana
teIah d∶ ubah dengan PeFatuFan Pemer∶ ntah Ⅱomor 工o2 Tahun 20±2 (Lernbaran Negara
RepubⅡ k∶ ndones∶ a Tahun20生2NomoF265冫 了ambahan Lernbaran Negara Republ:k∶ ndonesia

NOmor5373、

4.   Peraturan PemeFintah Nomor s2丁 ahun20± 2tentang PenyeIenggaraan sisten,dan Transaks∶

EIektron∶ k (LembaFan Negara Republik lndonesia Tahun 20± 2 NOmor ⊥89, Tambahan
Lembaran NegaFa RepubⅡ k Indonesia NOmor5348λ

5.   Peraturan Pfes:den Nomor26丁 ahun2009tentang Pemerapan Ka吨 u丁anda Penduduk Berbas∶ s

Nomor Induk Kependudukan seCara "asionaI, sebaga;rnana teIah d∶ ubah bebe「 apa kaIi,

terakhir dengan Peraturan Pres∶ den NOmor 丘虫2Tahun 20⊥3(Lembaran Negara RepubI∶ k

丨ndones∶ a丁ahun20±3NOmor257λ

6。   Peraturan Mente峭 Dalam Nege旧 NOmor⊥o2丁ahun20生9tentang PembeHan Hak Akses dan
Pemanfaatan Data KependudukanⅡ

Berdasarkan hat-hal sebagairη ana tersebLtt d∶ atas,dengan ini PARA PlHAXsepakat untuk rnembuat
PerJanJIan Ke刂 asama tentang Pemanfaatan Nomor丨 nduk Kependudukan dan Data κependudukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
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:                                     PasaI⊥

MAKsuD DAN TuJVAN

Maksud dan t叫 uan Pe刂 anjian κe刂asama ini adaIah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA
PIHAκ daIarn pemanfaatan Data Kependudukan berbasiskan Nomorlnduk Kependudukan.

、                          PasaI2
RUANG LINGκ UP

Ruang Ⅱ尸
gkup Pe刂 anJan Ke刂 asama inI meIiputi:

Pemanfaatan NomorInduk Kependudukan.
Pemanfaatan Data κependudukan.

PasaI3
KEWAJIBAN PARA P∶ HAκ

(⊥) PIHAκ PERTAMA mempunyai kew钊 iban:

a.  Pemanfaatan NomorInduk Kependudukan:

⊥。 mernfas"itasi pemberian Nomor lnduk Kependudukan kepada PlHAκ  KEDuA dan
memberitanda pada Nomor丨 nduk Kependudukan yangsudah d刂 anlin ketunggaIannya;
dan

2. memberikan birnbingan teknis don pendampingan teknis tentang irnp丨 ementasi
kewaJban PIHAκ κEDuA untuk mencantumkan Nomor Induk Keoendudukan daIam
Iayanan PIHAK κEDUA atas biayo PIHAκ  κEDUA。

b。  Pemanfaatan D-:】 ta κependudukan:

土.  memfasⅡ itasi pemberian hak aks♀ s sec日ra terbatas kepada PIHAκ κEDUA sesuai
dengan kebutuhan,yang dikaji oIeh Tirη  Teknis dari PARA PlHAκ uhtuk rnendapatkan
perset叼 uan PIHAκ PERTAMA atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Be"tung;

2.  menyediakan jaringan k° munikasi data dari PIHAκ PERTAMA kepada PIHAκ  κEDuA
untuk△ (satu)tit∶ k atas biaya P∶ HAκ κEDVA;

3.  memfasⅡ itasi pemberian birnbingan teknis dan pendamp∶ ngan teknis tentang
irnpIementasi pemanfaatan Data Kependudukan OIeh PlHAκ  PERTAMA kepada PIHAK
κEDuA;dan

4.  menjaga kerahasiaan,keutuhan,dan kebenaran data yang diperoIeh dan diakses dari

PIHAκ κEDUA waIaupunjangka waktu Pe刂。nJian κe刂asama in∶ teIah berakhir。

(2) PlHAκ  κEDuA mempunyai kew日Jban:

a。  Pemanfaatan Nomorlnduk Kependudukan:

△.  mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang sudah d刂 arnin ketun莒宫a丨annya
daIam setiap Iayanan yang d∶ terbitkan PⅢ Aκ κEDuA da丨 am memberikan oe丨 aˇanah
kepada pub|ik;dan

2.  menyediakan perangkat dan tenaga teknis serta anggaran uhtuk pe丨 aksanaan
birnbingan teknis dan pendampingan teknis guna koIancaran impIementasi kew钊 iban
PlHAκ κEDuA untuk mencantumkan Nom° r lnduk κependudukan daIan∩  Iayanan
P∶HAK κEDuA。



(△
)

Pemanfaatan Data κependudukan:

△,  menJarnIn kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari P∶ HAκ
PERTAMA waIauounjangka waktu Pe刂 anⅡ an Ke刂asama initelah b0rakhir;

2.  menyediakan  perangkat dan  tenaga teknis  untuk dapat  mengakses  Data
κependudukan;

3.、 menunjuk secara tertu"s 生 (satu) orang p刮 abat tetap di PIHAκ  κEDuA sebagoi
pengel° Ia hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab OIeh PlHAκ
κEDuA;

f 4·
豸 rnenyampaikan  sec日 r日  tertu"s  usu丨 an  namaˉnama  petugas pengguna  data
kependudukan dari pegawai t0tap PlHAκ  KEDUA kepada PIHAK PERTAMA me丨 aIui

penge丨 °|a hak akses;

5. menyiapkan dukungan anggaran uhtuk jaringan k° munikasi data dari PIHAκ
PERTAMA kepada PlHAK κEDuA untuk⊥ (satu)titik;

6.  menyiapkan dukungan anggaran untukjaringan k。 munikasi dat0koneksitas dari titik
penerimaan hak akses dari PIHAκ  PERTAMA ke titikˉtitik Iainnya di Ⅱngkungan P丨 HAK
κEDuA sesuai kebutuhan;

7.  menyediakan anggaran untuk pelaksanaan birnbingan teknis dan pendamp∶ ngan
tekn∶ s tentang irnplementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yang dikeIoIa OIeh PlHAK κEDUA yang sudah dⅡengkapi dan dibersihkan
oIeh PIHAκ PERTAMA;dan

8.  memberikan hak akses secara terbatas kepada PIHAκ PERTAMA untuk rnenarik data
yang dirnⅡ ik∶ P∶ HAκ κEDuA guna meIengkapI database kependudukan mⅡ ik PIHAK
PERTAMA。

PasaI4
HAκ PARA PIHAK

PIHAκ PERTAMA rnempunyai hak:

a,  Pemanfaatan NomorInduk κependudukan:

Mengawasi peIaksanaan kewaJban PIHAK κEDUA untuk mencantumkan Nomor lnduk
Kependudukt:】 n daIam Iayanan yang diterbitkan PlHAK KEDuA。

b。  Pemanfaatan Data Kependudukan:

⊥。  memberikan perset刂 uan terhadap usuIan PIHAκ  κEDVA tentang pengeIoIa hak akses
dan petuεas pengguna data kependudukan;

2.  mengawasi peIaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan;dan

3.  mend日 patkan hak akses secara terbatas-ari PIHAκ κEDuA untuk pengkinian data
yang dirn"iki OIeh PlHAK κEDUA guna meI°ngkapi darabase kependudukan secaro
nasionaI.

PlHAK κEDUA rnempunyai hak:

a。  Pemanfaatan Nom°
'Induk 

κependudukan:

丘。 mendapatkan NomorInduk Kependudukan yang te丨 ah d刂。rnin ketungga丨 annya untuk
seIuruh penggunaan Iayanan yang diselenggarakan oleh PlHAK κEDuA;dan

(2)

厂

'
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2.  mendapatkan birnb∶ngan tekn∶ s dan pendamp∶ ngan teknis tentang irnplementas:

kew刽iban PIHAκ κEDu且 untuk mencantumkan Nomor Induk κependudukan yang

telah d刂arnin ketunggalannya da|arn layanan yang d∶ terbitkan PlH^κ  κEDuA。

b。  Pemanfaatan Data Keρ endudukan:

虫。  mendapatkan hak akse$ Data Kε pendudukan se∞ ra teFbatas sesuai kebutuhan

、 dengan perset刂uan terlebih dahulu da茁 PIH且Ⅱ PERt到
"入

dan

2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentanε  ∶rnp1ementasi

peng舀unaan hak akses Data Kependudukan.

Pgsa15
EvALuAs∶ DAⅡ PELAPORAm

(土)  PIH^κ  KEDuA berkew刽 ibam membuat IapoFan berkala pemanfaatan NOmoF Induk
Kep¤ndudukan dan Data Kependudukan persemester,buIan Jun∶ untuk semester pertama dan

bulan Desember untuk semester kedua kepada P:HAK PERT^Ⅲ A dengan tembusan D∶ rektur

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan.孰 pil dan GubeFnuF.

(2)  PIⅡAK PERTAmA melakukan evaluasi pemanfaatan NOmor Induk κependudukan dan Data

κependudukan secara berka|a atas laporan P∶ HAκ κEDuA sebagairnana d:rnaksud pada ayat

(土
)。

(3)  PlHAK PERt^Ⅲ A dapat rnelakukan eva丨 uasi pemanfaatan NomoF lnduk κependudukan dan

Data κependudukan sewaktuˉ waktu。

(4)  Has" evaluas∶ sebagairnana d∶ rnaksud pada ayat(2)diIaporkan kepada Gubernur dengan

tembu$an MenteⅡ  Dalam NegeⅡ  meIaIui Direktur Jenderal κependudukan dan Pencatatan

sipⅡ .

Pasa16
J^ⅡGκA WA盯u

Pe刂anⅡan Ke刂 asama∶ n∶ mulai berlaku s刽 ak ditandatangan∶ nya Pe刂 a叫ian Ke刂 asamain∶ oIeh PARA

PlHAκ sampaidengan tangga丨 05Marettahun2025dan dapatd∶ perpa刂 ang atas perset刂 uan P^RA

PⅡH^κ .

PasaI7
κEA泌 Ⅱ ⅢEⅢAKsAfmRc=mAJEuRg

(土) Apab∶ Ia te刂 ad∶ ha卜haI diIuar kekua$aan PARA PlHAK atau keadaan了 nemaksa,dapatdⅡ akukan

perubahan peIaksanaan Pe刂 anⅡan Ke刂asama atas peFset刂 uan PARA PIHAκ .

(2) Keadaan memaksa sebaε a∶ rnana d∶rnaksud pada ayat(生 )氵 adalah adanya keb刂 akan pemeJntah

yang mengakibatkan tidak dapat dⅡ a丬 utkannya pelaksanaan Pe刂 anjian κe刂asama lni dan

apabⅡ a terJadi ha卜haI diIuar kekuasaan P^RA P∶ H^κⅡ

' '
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Pasa∶ 8
BER^κHlRⅡVA PERJAⅡ JIAⅡ κERJAsAm^

PefJanJlan κerJasam扌o1berakh∶ rapab∶ la:

a。  jangka waktu Pe刂 anjian Ke刂 asama telah se丨 esa∶;atau

b. ata$kesepakatan PARA PIHAκ  untuk rnengakhiri ke刂 asama sebelum jangka waktu Pe刂 anJ:an

κe刂asama beFakh∶ r.

PasaI9
PEⅡ YELEsA∶ AⅡ PERsELls丨 HAH

(土) Apab"ad∶ kemud∶an haH t∶ rnbul perrnasaIahan daIam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan
Pe刂a丬ian Ke刂asama ini antara P^R^P:HAκ akan d裕elesaikan secara rnusyaWarah untuk
mufakat。

(2) DaIarn haIrnusyawaFah dan rnufakatsebagairnana d∶ rnaksud pada ayat(土)tidak tercapai,rnaka
akan d∶ seIesa∶ kan sesua∶ dengan peraturan perundang-undangan。

Pasa∶ 工o
LA1Ⅱ L̈AlⅡ

Dalan1haldiperlukan adanya penambahan atau pengurangan rnateH Pe刂 anJ∶ an Ke刂 asama∶ n∶
,

maka dapat diIakukan perubahan atas persetl刂 uan PARA p∶HAκ .

Perubahan sebagai了 nana difnaksud pada ayat (止 ) d⒒uangkan daIarn AJdemdum yang
merupakan bagian yang tidak terp∶ sahkan daⅡ  Pe刂anJian κe刂asama∶ ni。

κetentuan-ketentuan yang bersifat tekn∶ s dan operasiona丨  daIam peIaksanaan PerJan刂 lan

κe刂asama ini akan dbusuh daIan1standard opera$ionaI dan Prosedur(sOP)。

PasaI虫生

PEⅡutvP

Dern∶ k∶anPe刂 anjian κe刂asama∶ n∶ dibuat da丨 an∩ rangkap2(duaλ  ma$ing~rnasing d∶ bubuh∶ matera∶

cukup dan Fnempunya∶ kekuatan hukun1yanε  sama sete丨 ah d∶tandatangan∶ PARA PIHA⒒

(生)

《2)

(3)

PIHAκ PERTAMA

sH。 PMH
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